
KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN AN INSPEKTORAT

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TAHUN 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

melakukan kegiatan pengawasan intern melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi

dan Tata Keija Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat adalah unsur

pengawas Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan

pengawasan intern, perlu menyusun program kerja

yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan

pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat

selama setahun yang disebut Program Kerja
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Pengawasan Tahunan yang perlu mendapat

persetujuan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Program Keija Pengawasan Tahunan

Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembara Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);
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6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indoenseia Tahun 2014 Nomor 314);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009

tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Peijanjian Kineija,

Pelaporan Kineija dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kineija Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020

tentang tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

898);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga
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Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

77);

12. Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021.

KESATU Menetapkan Program Keija Pengawasan Tahunan

Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun 2021, yang merupakan panduan bagi

Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan

internal di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari:

a. Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Program Keija Pengawasan Tahunan Inspektorat

LKPP Tahun 2021.

KEDUA Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
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-1 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTA

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASA

TAHUNAN

KEBIJAKAN

INSPEKTORAT

PENGADAAN

LEMBAG

BARANG/JAS

NOMOR

TANGGAL

PEMERINTAH TAHUN 2021

100 TAHUN 2021

28 April 2021
FAKTOR RISIKO AUDITI

PENILAIAN 6 FAKTOR RlSlKO PADA UNIT ORGANISASI ESBLON II DI LINGKUNGAN LKPP

Me Unit Org*nls*sl
Paipi Ancguaa Unit

Orgaalaasl
(10%)

Pago Angguan terkait
Barang daw

Jasa

(20%)

Jnmlah Pegawal jmng
dlwtllllri Ilwl*

Organisaal

(5%)

Ketaetnn Panyalesalan
Haall Audit Ekstemal

(10%)

KegUtan Stnt^ls
dnn Prloxltas Nasloiial

(30%)

Jumlsh RIsUbo Unit

Orgtmlsesl
(25%)

Profll Rlsiko Uatt

OrgMilMal

1 Biio Pcreiicumuiii dan Kcu;uigan Rr ndah 2 Saiigal Rendab Tinggi 4 Sedang 3 Rendab 2 Sediiiig 3 Sedang

2 Biro HulouD, Organisasi dan Sumber Daya
Man>i«ta

Tinggi 4 Rendah 2 Rendab 2 Sedang 3 Sangat Tinggi 3 Rendah 2 Tinsl 3;»

3 Biro Huhungan Masyarakat, Sistem Informasi
dan 1 Iminn

Sangat Tinggi 5 Sangat Tinggi 5 Sangat Tinggi 5 Sedang 3 Rendab 2 Sangat Tinggi 5 •ttagifi a,9(

4 Direklorat Pengembaugan Strategi dan Kebijakao
Penaad""" itmum

Sedang 3 Sedang 3 RetKlah 2 Sangat Retidah Sangat rendab I Rendab 2 Rendah

5 Diicktoiat Pengcmbangan Strategi dan Kebijakan
PenffadaaD Khuaua

Rendah 2 Sangat Rendab Rendab 2 Sangat Rendah Sedang 3 Sangat Rendah Readab

6 Diicktorat Pengembangan Ikliin Usaha dan Keija
Sama Intemaaional

Rendab 2 Sangat Rendab Rendab 2 Sangat Rendab Sangat rendab 1 Rendab 2 Randall

7 Diicktorat Pcrencanaan Monitoring dan Evaluasi
PengadBan

Sedang 3 Rendab 2 Sedang 3 Sangat Rendab Sangat Tinggi 5 Rendab 2 Sedang 3,M

8 Diicktorat Pengembangan Sistem Katalog Tinggi 4 Sedang 3 Tinggi 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 Sangat Tinggi 5  Jll Igpt Tli^ g

9 Diicktorat Pengembangan Sistem Peogadaan
Secaia Elcktronik

San^t Tinggi 5 Sangat Tin^ 5 Tinggi 4 Sangat Rendab Sangat Tinggi 5 Sangat Rendab Ttag0 3.®

10 Diicktorat Pengembangan Profcsi dan
Kelembagaan

Sedang 3 Rendab 2 Rendah 2 Sangat Rendab Sedang 3 Sangat Rendab Sedang a.o(

11 Diicktorat Sertifikaai Profesi Sedang 3 Sangat Rendab Sedang 3 Sangat Rendab Sangat icndab 1 Rendab Randah

12 Diicktorat Advokasi Feme tin tab Pusat Rendab 2 Sedang 3 Rendab 2 Sangat Rendab Sangat icndab 1 Sangat Rendab Randah iiW

13 Diicktorat Advokasi Pcmerintah Deerah Tin^ 4 Tinggi 4 Rendab 2 Sangat Rendah Sangat rendah 1 Sai^t Rendab 1 Rendab 1^

14 Diicktorat Penangaiian PermasaJaban Hukuin Rendab 2 Sangat Rendab Rendah 2 Sangat Rendab Rendah 2 Rendab Randah

15 Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa Sedang 3 Sangat Rendab Sedang 3 Sangat Rendab Sangat icndab 1 Sangat Rendab 1 Randah

16 lospektoiat Sangat Rendab 1 Sangat Rendab Rendah 2 Rendab 2 Rendab 2 Tinggi 4 ■riiang

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

RONI DWI SUSANTO
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LAMPIRAN n

NOMOR ;

TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKA^

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAK

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAT^

TAHUNAN

KEBIJAKAN

INSPEKTORAT

PENGADAAN

LEMBAGjfl

BARANG/JAS^

PEMERINTAH TAHUN 2021

100 TAHUN 2021

28 April 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2021

Ho Kegtatan Nama Kegiatan Dasar Penngatan
Jnmlah

Orang per
Kegiatan

Jumlah

Hart

Pengawaaan
per

Kegiatan

Waktn

Pelakaanaan

Pengawaaan

Kelnaran

Target Bentnk

1 Audit

A Andlt Klnerja Ciolxlv Auilit auis I'elaksajiaaii Kr^mtHii
Rukomus PlkJ *

1. IJndang-l'Qdaiig Nomor ISTahun J0O4;
2. Pcr|}ies Numor 16Tahuii .2018 tenlang Pcngadaan Barang/Jasa
Pcmerintah bescrta pcnibahannya;

6 18 Scji - Dcs I Laporan Hasil iTxibity Audit
Atas Pelaksanaan Kegiatan
Rakornas PBJ

Audil Kineija Atas Pengdolaan Tata
Kekila UKPBJ di Direktorat

PcngeinbaugaD Profesidan Kelemhagaan*

3. Pemien PANRB Noinor 19 Tahun 2009 ten tang Pedoman Kendall
Mutu Audit APIP;

4. Peraturan LKPP Nomor I Tahun 2021 ten tang Oiganisasi dan
Tata Keija LKPP;
5. Kepka LKPP Nomor 132 Tahun 2018 ten tang Kendall Mutu

6 16 Feb I Laporan Hasll Audit Kineija
atas Pengelolaan Tata Kelola
UKBJ di Direktorat

Pengembangan Pitifcsi dan
Kelembaeann

Audit Kineija Atas Pemeliharaan,
Keindaban dan Keamanan Gcdung (BUK-
TtlRTdan PPK)-

Pengawasan lospcktoiat LKPP. 6 20 Jun 1 Laporan Hasil Audit Kineija
Atas Pemeliharaan.
Keindaban dan Keamanan

Gedung (BUK- TURT dan
PPKl

Audit Kineija Atas Scleksi Konsultan
KeguiatioQ Impaci Analysis (RIA|*

6 15 Mci 1 Laporan Hasil Audit Kineija
atas Seleksi Konsultan RIA

Audit Kineija Atas Tata Kelola terkait
SPBE di I.KPP*

6 18 AT 1 Laporan Hasil Audit Kineija
Atas Tata Kelola terkait SPBE

di LKPP

B Audit deutfiui
Tqjnua Tertentu

Penauganan Pengaduan Masyarakat das
Pcnegakan Integritas Pegawai LKPP
dengan Audit DengasTujuan Tertentu'

1. Pennen PANRB Nomor 60Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas meuuju Wilayah Bcbas Korupai
(WBIQ dan Wil^ah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Peraturan LKPP Nomor I Tahun 2021 tentai^ Organisasi dan
Tata Kcija LKPP;
3. Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas
Peraturan KPK Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penctapan Status Gratifikasi;
4. rHtrira LKPP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan
Gratifikasi di LKPP
5. Pennen PAN RB Nomor 8 Tuhun 2015 tentang Pedoman
PenangacBD Bcnturan Kepcntingan

6 10 Jan - Des 5 Laporan Hasil Audit Dengan
Tujuan Tertentu atas
Penangnnan tVngartnan

Masyarakat dan Pcnegakan
Integritas Pegawai LKPP

jdih.lkpp.go.id



-3-

No Kegiatan Nama K^^tan Dasar Penngasan Jnmlah

Orang per
Kegiatan

Jnmlah Harl

Pengawasan

Waktu

Pelaksanaan

Pengawasan

Kelnaran

per

Kegiatan Target Bentnk

2 Revln

Reviii Rcncana Keija Anggaran (RKA)
LKPP*

PMK Nomor 94 Tahun 2017 lentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaabao RKA KL dan Pengesahan DlPA

5 10 Mei dan Agt 2 Laporan Hasil:
1. Reviu Rcncana Keija
Anggaran Pagu Indikadf LKPP
Tahun Anggaran 2022;
2. Reviu Rcncana Keija
Anggaran Pagu Alokasi LKPP
Tahun Auasaran 2022

Rcviu atas Revisi DlPA Tahun A&ggaran
2021'

PMK Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penclaahao RKA KL dan Pengesahan DiPA
PMK Nomor 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2019

5 10 Okt 2 Laporan Hasil Reviu alas
Revisi DlPA Tahun Anggaran
2021

Rcviu Perencanaan Kebutuhan Barang
MUik Negara (RKBMN)'

KMK Nomor 332/KM.6/20i6 tentang ModulTata Cars Rcviu
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara okb APIP

5 10 Sep 1 Laporan Hasil Reviu
Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Negara (RKBMN)

Rcviu Laporan Kineija (LKj)* Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Peijanjian
Kineija dan Tata Cara Reviu atas LAKIP

5 10 Fcb 1 Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja (LKj)

Rcviu PenycrapaD Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)'

Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Realisasi APBD/APBN 5 10 Jan, Apr, Jul,
dan Okt

4 Laporan Hasil:
1. Reviu Penyerepan Anggaran
dan Pengadaan Barang/Jasa
(PAPBJ) Triwulan IV Tahun
2020;

2. Reviu Penyerapan Anggaran
dan Pengadaan Barang/Jasa
(PAPBJ) Triwulan 1 Tahun
2021;

3. Reviu Penyerapan An^aran
dan Pengadaan Barang/Jasa
(PAPBJ) Triwulan II Tahun
2021; dan
4. Reviu Penyerapan Anggaran
dan Pengadaan Barai^Jasa
(PAPBJ) Triwulan III Tahun
2021

Rcviu Laporan Kciaangan* 1) PMK No. 255 Tahun 2015 lentang Standar Reviu Laporan
Keuangan;
2) Kepka LKPP Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pclaksanaan Reviu Laporan Ketiangan di LKPP

5 15 Jan, JuL dan
Okt

3 Laporan Hasil;
1. Reviu Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2020;
2- Reviu Laporan Keuangan
Semester 1 Tahun Anggaran
2021 ; dan

3. Reviu Laporan Keuangan
Triwulan III Tahun Anggaran
2021

Rcviu Penerimaan Pajak atas Bclanja
Pcmerintah dan Pengelolaan PNBP'

1) Instruksi Piesidcn Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2018
Tentang Peningkatan Fkngawasan Reuerimaan Pajak Atas Bclanja
Pcmerintah Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2) Ikraluran LKPP Nomor 1 Tahuii 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kcija LKPP

5 10 Fcb 1 Laporan Hasil Rcviu
Penerimaan Pajak atas
Bclanja Pemeriutah Hn"
Pengelolaan PNBP
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No Keglatan Nama Keglatan Dasar Penngasan Jnmlah

Orang per
Kegiatan

Jnmtah

Hari

Pengawasan
per

Kegiatan

Waktu

Pelakaanaan

Pengawasan

Kelnaran

Target Bentok

3 Bvalnaal

Evaluasi PcuUaiaii Miuidin PclaksanaaD

Reformasi Birokrasi (PMPRB)*
1) Pcrrncn PANRB Nomor 1 Tahim 2012 tcntai^ Peduman
PMPRB;
2) Pennea PANRB Nomor 30 Tabon 2018 tentaug F^rubaban atas
Ftrmcn PANRB Nomor 14 Tabun 2014 tentang Pcdoman Cvaluasi
Reformasi Birokrasi Instausi Pemerintab

6 7 April-Mci 1 Lapomu Hasil Gvaluasi Prnllninn
Mandiri F^laksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPR^

F.valimai Siatem Akuatabilitaa Kineija

lastansi Pemerintab (SAKIF^*
Pcnncn PANRB Nomor 12 Tabun 2015 teutang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi SAKIP

6 7 April-Mei 7 Laporan Hasil Bvaluasi Sistem
Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintab (SAKIP) atas 5 (.Init
Organisasi Eselon 1, Pusdiklat dan
Inspektorat

CvaluBSi atas Bfektilitas Peiakaajiaaa

Standar Opeiaaional Prosedur (SOF^*
Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tabtui 2014 tetilaug Standard
Operating Prooedurvs di LKPP

5 7 Met 1 Laporan Hasil Evaluasi atas Efektifitas
Pelaksanaan Standar Opcrasional
Prosedtjr (SOF')

Evaluasi atas Pelaksanaao Sistem

Sekksi Calon Aparatur Sipil Negara
/SSCASW LKPP-

F^raturan LKPP Nomor 1 Tabitn 2021 tmtang Organ iaasi dan
Tata Keija LKPP

6 7 Mei 1 Laporan Hasil Evaluasi atas
Pelaksanaan SSCASN LKPP

Evaluaai ataa F^nerimaan Hibah LKPP* 1. F^raturan LKF^ Nomor 1 Tabun 2021 tentang Organisaai dan
Tata Keija LKPP
2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor '23 Tabun 2020 tentang
Tata Cara F^ogelolaan F^jaman Dan Hibah Luar Negeri Di
Lrmbaga Kebijakan F'engadaan Banmg/Jasa FVmerintab

5 7 Mei 1 Laporan Hasil Evaluasi Atas
F^nerimaan Hibah LKF'P

4 POBAOtnUSL

FVinaatauan atas pclaksanaan
Mooilorifig dan Evaluasi kincija Unit
Oiganisasi oleh Biro F'crencaiiaaii dan
Keuaagan'

PrrntDTnn LKPP NoBior 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Fveija LKPP
3 5 Jul dan Des 3 Laporan Hasil F^emantauan alas

pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Fiinerja Unit Organisasi oleh Biro
F^rencanaan dan Keuangan Tiwulan
(, Trbvulan 11 dan Triivulan III Tabun
2021

Pemantauao Tisdak Lanjiit FFasil
Peagawasan luspcktoiat*

F>eraturBn LKPP Nomor 1 Tabtin 2021 tentang Organiaasi dan
Tata Kcija LKPP

3 S Jtil dan Des 2 Laporan Hasil FVroantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat
Semester 1 dan Semester II Tabun

2021

Pemantauan Tindak Hasil Audit

Bkstemal*

FVraturan LKPP Nomor 1 Tabuu 2021 tentang Qiganisasi dan
Tata Keija LKPP

3 S Jan dan Jul 2 Laporan Hasil Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Audit Eksterual Semester
1 dan Semester 11 Tahun 2021

Pemantauas SFHR Lapor' F^iattiran LKPP Nomor 1 Tabun 2021 tentang Oiganisasi dan
Tata Keija LKPP

3 5 Jan dan Jul 2 Laporan Hasil FVmantauan SF>4N
Lapor Semester 1 dan Semester It
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No Keglatan Nama Kegiatan Dasar Penngaaan Jnmlah

Orang per
Kegiatan

Jnmlah

Harl

Pengawasan
per

Kegiatan

Waktn

Pelaksanaan

Pengawasan

Kelnaran

Target Bentok

4 PCflUStftlUA

Prmaiitfiuan atas Pcnanganau dan
PenRTlolHun Whistk Blowing System
inleniAl, i^ugaduan Masyaiakat.
Gratifikasi dan Benturan Kepenlingan*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahiin 2021 tentang Organiaasi daji
Tata Keija LKPP

3 o Jan, Apr, Jul
dan Okt

4 Laporan Hasil.
1. Ftemantauao atas Penanganan dan
Pengelolaan Whistle Blowing System
Internal, Peiigaduau Masyarakat,
Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
TrKvuIan IV Tahun 2020;

2. PemantBuan atas Penanganan dan
Pengelolaan Whistle Blowing System
Internal, Pengaduan Masyarakat,
OratifikBSi dan Benturan Kepentingan
Triwulan 1 Tahun 2021,
3. Pemantauan atas Penat^anan dan
Pengelolaan Whistle Blowing System
Internal, Pengaduan Masyarakat,
Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Triwulan II Tahun 2021; dan

4. Pemantauan atas Penanganan dan
Pengelolaan Whistle Blowing System
Internal, Pengaduan Masyarakat,
Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Triwulan 111 Tahun 2021

5 KefUtan
Penpwasan
Lainnya

A Pemblaaao

SPIP

FVndampingan Pelaksanaan SHPdi L.KPP' 1. Peraturan Pemeiiutah Notnor 60 Tahun 2008 tentang SPiP;
2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tabun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Keija LKPP;
3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penyelct^garaan SPIP di LKPP

4 5 Jan dan Agt 2 Laporan Hasil Pendampmgan
Pelaksanaan SPIP di LKPP Semester I

dan Semester 11

Pemlaian Matuxltaa SPIP/MRI LKPP- 1. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 t^nrang Organisaai
dan Tata Keija LKPP;
3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penyetenggaraan SPIP di LKPP

4 5 Sep 1 Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP
LKPP

B Sealallsasl

Pencawaaaa
Sosialisasi kepada Unit Organiaaai di
LKPP, teatang
1. Unit Pengeodali Giatifikasi*;
2. SP4N Lapor;
3. SbtetD Pcngendalian Inteni Pemerintab*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Oxganisasidan
Tata Keija LKPP

3 1 Feb, Apr, dan Jul 3 Laporan Hasil Kegiatan Sosiahaasi:
1. Unit Pengcndali Gratifikasi;
2. SP4N Lapor
3. Sistcm F^ngendaliau Intern
Pemerintab
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Ifo K^latan Nama Kegiatan Dasar Penngasan Jnmlah

Orang per
Keglatan

Jninlali

Hari

Pengawasan
per

Kegiatan

Waktn

Pelaksanaan

Pengawasan

Kelaaran

Ta^et Bentuk

5 K^Btkn
Pen^wwu
Lalnara

C Pclftksftuuu

Peailatiui

K^Mbllltaa
APIP

PenUaian Kajiahililas APIP" 1. Perattiran Pemcrintah Nonior 00 Tahun 2008 tcntang
SPIP,

2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tabun 2021 Oiganisasi
dan Tata Kerja LKPP

o o Sep Laporan Hasil Kegiatan Pemlaian
Kapabilitas APIP

Penyiisiinaii Kcbijakan Peugawasan
Intcnuil'

Peraturan LKPP Nomor 1 Tabun 2021 tcntang Oiymisaai
dan Tata Keija LKPP

10 3 Jan • Des 5 Kcbijakan Pengawasan Internal bcrupa
Peraturan, Keputusan, Surat Edarnn
dan/atau SOP

PcnyuBunan Laporan Kineija
[nspelctorBt Tabun 2020*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tcntang Oiganiaasi
dan Tata Keija LKPP

5 3 Jan 1 Laporan Hasil Penyusunan Laporan
Kinerja Inspektorat Tahun 2020

PelakiMumwn Evaluasi Kegiatan
Pengawasaa Internal*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tcntang Oiganisasi
dan Tata Keija LKPP

13 1 Jan - Des 12 Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi
Kegiatan Pengawasan Internal

Pengembangan Tcknik Audit Bcrbaais
Kompuier*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tcntang Or^nisasi
dan Tata Keija LKPP

5 5 Apr 1 Laporan Hasil F^ngembangan TABK

D PeodftiBiriiickn Peiidampingan pada Diicktorat
IVngcmbangfui Sistem Katalog terkait
Program Prioritas Naskmal*

PcretuiBo LKPP Nomor 1 Tabun 2D21 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LKPP

3 7 April 1 Laporan Hasil Pendampingan pada
Direktorat Pengembangan Sistem
Katalog terkait program FYiorilas
Nasional

[•cDdamplngan pada Direktorat
Pcngembangan Sistem Pengadaan
Secara Elcktronik terkait program
Prioritas NasioDaQ *

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Keija LKPP

3 7 Jul 1 Laporan Hasil Fendampingan prala
Direktorat pengembangan Sistem
[engadaan Secara Elektronik terkait
program FTioritas Nasional

Pendampingan pada Direktorat
PereDcanaaii, Monitoring dan Evaluaai
Pengadaan Penyusunan Pedoman
Evaluasi Ktncija PBJ dan Pelaksanaan
Evaluaai Kineija PBJ*

Peraturan LKPP Nomor 1 Tabun 2021 tcntang Oiganisasi
dan Tata Keija LKPP

3 7 Nop 1 Laporan Hasil Feodampingan pada
Direktorat Feiencanaan, Monitoring
dan Evaluasi F^gadaan FVnyusunan
Fedoman Evaluasi Kiocija P^ dan
FVlaksanaan Evaluasi Kincija PBJ

Pendampingan Pelaksanaan
Pembengtinan Zona Integritaa*

1) Permeu PANRB Nomor 1 Tahun 2012 tcntang Pedoman
PMPRB;
2) F^rmeo PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang fVrubahan
atas F'ermen PANRB Nomor 14Tabun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemcrintah

3 7 Aprl - Mei 1 Laporan Hasil Pendampingan
felaksauaan Fembangunan Zona
Inlegritas

Pendampingan Pelaksanaan PMPRB* 1) Peimen PANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
PMPRB;

2) F^imcn PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang F^rubahan
atas Permen PANRB Nomor 14 Tabun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi FVmerintab

6 7 Aprl - Mei 1 L^>oran Hasil F'endampingan
F^elaksanaan PMF>RB
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5 Keglatan
Pengawaaao
Laioata

Pendampingan Unit Organisasi pada
Pemeriksaam Pengawasan Bkstemal'

Ftratiiran LKPP Nooior 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja LKPP

o 15 Jan - April 1 Laporan Hasil Pendampingan Unit
Organisasi pada Pemeriksaan
Pengawasan Bkstemal

PendampiogaR Pengawasan Kearsipan
liiicrnal*

Peraturao LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tcntaug Oi^anisasi dan
Tata Ketja LKPP

4 7 Jul 1 Laporan Hasil Pendampingan
Pengawasan Keaisipan Internal

B Penlngkatan
Kapaaltaa das

F'logram Pelfliihan Mandiri (PPM)* Pcratiuaii LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organiaasi dan
Tata Kcija LKPP

13 1 Feb - Nop 10 Notulcn PPM

Kompetenat
Pegawal

Pelaksaoaan Diklat' PeraturRH LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Ketja LKPP

13 5 Jan - Des 1 Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat

... .
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KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
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